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. PENDAHULUAN

+ Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dilaksanakan berdasarkan Surat
Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI[) Nomor 0017/DEN-
APKSI/SANI2025, tanggal 26 Februari 2025, perihal permchonan audiensi
terkait Permasalahan pekerja kesehatan diantaranya tenaga honorer yang
tidak masuk dalam database BKN di sektor kesehatan, khususnya terkait
penyelesaian status kepegawaian mereka.

o Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi [X DPR Rl dengan Asosiasi Pekerja
Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) dibuka pukul 12.35 WIB dan
dinyatakan terbuka untuk umum.

[I. CATATAN

1. Komisi IX DPR Rl menyarankan agar Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh
Indonesia (APKSI) menyampaikan permasalahan terkait pendataan yang
tertinggal dalam pangkalan data dan pengangkatan CASN yang tertunda di
sampaikan ke Komisi ll sebagai Mitra dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

2. Terkait perbedaan Honor Tenaga Kesehatan di berbagai daerah merupakan
kewenangan dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai

konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.

IIl. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 10 Maret 2025
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